
Rabu, 12 Juni 2019

Sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Teknis
Kegiatan Kelurahan yang Bersumber dari DAU 

Tambahan



Dasar Dana Kelurahan:
1. Permendagri 130 /2018
2. Permenkeu 187/PMK.07/2018
3. Perwali 16/2019
4. NSPK



3 kunci utama

dalam DK:
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pengawasan

4 peran penting

dalam DK:
1. KPA/PPK
2. PPTK
3. Fasilitator
4. Ormas/KSM

5 intisari swakelola dalam DK:

1. Pemilihan Fasilitator
2. Pembentukan Ormas/KSM
3. Penyusunan RKM
4. Pelaksanaan Kegiatan Swakelola
5. Pertanggungjawaban



Step by Step dalam DK



Langkah 1 :
1. Penentuan tipe swakelola (tipe III atau IV)

2. Penunjukan/penetapan fasilitator
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Penunjukan Fasilitator. 
Fasilitator yang mendampingi kegiatan sarana dan prasarana fisik (konstruksi) ditunjuk
oleh Lurah dengan kualifikasi: (1)mempunyai pengalaman di bidang teknis; (2) mengerti
cara membaca gambar dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB); (3)menguasai
aplikasi pengolah gambar sejenis AutoCAD dan perhitungan sederhana sejenis Microsoft
Excel; (4) mampu mendampingi masyarakat dalam proses pelaksanaan dan mampu
mengawasi secara menyeluruh terhadap pekerjaan di lapangan; (5) mengerti tentang
pembukuan sederhana dan pembuatan laporan kas sederhana.

Sedangkan untuk fasilitator pemberdayaan: (1) mengerti tentang jenis kegiatan
pemberdayaan yang akan didampingi; (2) mengerti tentang pembukuan sederhana dan
pembuatan laporan kas sederhana.

Fasilitator yang ditunjuk bukan berprofesi sebagai PNS atau Tenaga Kontrak di lingkungan
manapun untuk menghindari konflik kepentingan.



Fasilitator kemudian ditetapkan melalui SK Lurah dan Lurah selaku PPK segera
melakukan perjanjian kerja dengan fasilitator (kontraktual)



CONTOH SK FASILITATOR



Langkah 2 :
1. Pembentukan dan Penatapan KSM/Ormas

2. Pembuatan kontrak dan lampirannya (RKM, 
DED, RAB, Jadwal)
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KSM/Ormas dibentuk berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan melibatkan warga
setempat dimana lokasi pekerjaan dilaksanakan dan beranggotakan tim yang akan

melaksanakan kegiatan swakelola nantinya. KSM/Ormas beranggotakan 7 unsur
seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Perencana, Seksi Pelaksana, Seksi

Pengawas dan Seksi Pengadaan. 

Ketua dan Bendahara wajib memiliki NPWP pribadi sebagai dasar untuk pembuatan
NPWP KSM yang nantinya diperlukan dalam pembuatan rekening KSM/Ormas. 

Dalam hal KSM/Ormas telah memiliki nomor rekening, hal ini tidak diperlukan lagi.



KSM ditetapkan melalui SK Lurah dan sebelum pembuatan dan penandatanganan
kontrak antara Lurah dan KSM, perlu dibuat Nota Kesepahaman (rujukan format: 

Perka LKPP 8/2018) dan ditandatangani antara Lurah dan KSM



CONTOH SK KSM



CONTOH MoU LURAH DAN KSM



CONTOH KONTRAK SWAKELOLA



Lurah membuat kontrak perjanjian kerja dengan KSM (rujukan format: Perka LKPP 
8/2018, dan ditandatangani bermaterai cukup. Kontrak berisi isi perjanjian beserta

Rencana Kerja Masyarakat (berisikan Gambar Detail Teknis, RAB dan jadwal
pelaksanaan di lapangan yang disusun KSM bersama-sama dengan Fasilitator)



CONTOH KONTRAK SWAKELOLA



CONTOH KONTRAK SWAKELOLA



Dokumen RKM meliputi :
1. Pendahuluan

Latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran,
rincian kegiatan (jenis kegiatan, lokasi kegiatan dan
waktu pelaksanaan)

2. Profil lokasi
3. Ketersediaan lahan dan bahan (luas lahan, kondisi

lahan, kepemilikan lahan, jenis dan jumlah bahan
material dan ketersediaan bahan material)

4. Penentuan calon pengguna (jumlah/nama calon
pengguna)

5. Rencana Kerja Masyarakat (Rencana konstruksi,
Rencana kontribusi masyarakat, Rencana Operasional
dan pemeliharaan)

Template terlampir

Tanya Jawab Template Dokumen RKM: 
Risa-Fasilitator Pemberdayaan Dinas

PUPR WA : 08115555140



Langkah 3 :
1. Pendampingan pertama oleh fasilitator
sebagai langkah awal persiapan pencairan

DK(pembuatan NPWP, pembukaan rekening, 
pembuatan stempel)
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Langkah 4 :
Pelaksanaan Swakelola

(Konstruksi/Pemberdayaan)
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Langkah 5 :
Laporan Pertanggungjawaban (Laporan

Penggunaan Anggaran, Laporan Keuangan,  & 
Laporan Fisik)
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1. Laporan Penggunaan Anggaran:
Mengacu pada Format Permendagri 130/2018

2. Laporan Keuangan: 
BKU, Buku Bank, Buku Hari Orang Kerja, Buku Material, Rekap

Bulanan

3. Laporan Fisik: 
Laporan Mingguan, Bulanan, Dokumentasi Fisik 0%, 50%, 100%

Tanya Jawab Template Laporan Keuangan: 
Risa WA 08115555140, 

Laporan Fisik: Rozi WA 082154161922-Supri WA 085248084878



CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN 
(Rujukan format: Permendagri 130/2018)



FAQ
Frequently Asked Question



FAQ
Frequently Asked Question

1. Apakah Lurah bertindak sebagai PPK dan atau KPA? 
Ya. Lurah bertindak sebagai PPK merangkap KPA yang akan melakukan kontrak kerjasama dengan
fasilitator dan KSM

2. Apakah ada pajak yang harus dihitung di dalam pelaksanaan fisik DK dan
berapa besarannya? 
Ya. Pajak dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarannya biasanya
sejumlah 10% untuk PPN dan 2% untuk PPh

3. Apakah ada pajak yang harus dibayarkan oleh setiap fasilitator dan berapa
besarannya? 
Ya. Setiap fasilitator dikenakan pajak sebesar 10%

4. Bagaimana proporsi material-upah-bahan-dan pengeluaran diluar konstruksi? 
Bagaimana dengan pengeluaran non konstruksi? Biaya ini dicover darimana?
Tidak ada skema khusus yang mengatur proporsi upah-material/bahan dan pengeluaran non 

konstruksi. Semuanya menyesuaikan. Khusus untuk pengeluaran non konstruksi seperti konsumsi
rapat dan ATK dicover melalui dana fasilitator.



FAQ
Frequently Asked Question

5. Apa dan bagaimana standar/acuan yang dipakai dalam pekerjaan konstruksi?
Standar dan mutu diharapkan menyesuaikan dengan standar/mutu yang telah ditetapkan SKPD 

teknis terkait sehingga dihasilkan output yang seragam.

6. Apakah ada mekanisme yang mengatur agar uang yang masuk ke rekening
KSM/Ormas dapat dibelanjakan sesuai peruntukannya? 
Lurah selaku PPK diharapkan melakukan perjanjian tertulis dengan KSM/Ormas mengenai

mekanisme pengambilan uang yang telah dicairkan per termin melalui rekening KSM

7. Bagaimana cara penentuan harga upah dan material? Apa dasarnya?
Penentuan upah pekerja/tukang diharapkan agar sesuai norma/aturan (misal diatas UMP atau

mengikuti Harga Satuan terstandar). Dan untuk harga material, diharapkan untuk mencari toko
material yang relatif murah dan agar dihitung berdasarkan harga dasar dan biaya
transportasi/angkut dari quarry sampai ke lokus.






